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PALU - LPS-HAM Sulteng .

kembali menemukan proyek Balai
Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) Il
yang bakal bermasalah. Belum selesai
masalah rencana proyek jaringan air
baku di Desa Tangkura, Kabi
Poso, kali ini kembali ditemukan
proyek serupa di Desa Sakita,
Kecamatan Bungku Tengah,
Kabupaten Morowali.

Proyek senilai Rp5,7 miliar dari
dana APBN Tahun Anggaran 2012
itu, kata Direktur LPS-HAM Sulteng,
Muslimun, nantinya dapat menjadi
jalan untuk terjadinya mark up.
Sebab, ungkap dia, kali ini BWSS
kembali menggunakan spesifikasi
pipa SDR (Standar Dimension Ra-
tio) 26, yang sama digunakan untuk
proyek Tangkura.

“Awalnya, kami menyorot
proyek di Tokararu-Tangkura, Poso
karena menggu-nakan spesifikasi
pipanasi yang tipis. Kemudian kami
kembali me-nemukan modus yang
sama di Sakita, Morowali, namun
ini lebih gila lagi,” kata Muslimun
yang akrab disapa Kimung ini.

Padahal menurut Kimung,
pekerjaan pipa transmisi di Desa

: hanya menempuh jarak sekitar
3,4 kilometer dengan anggaran Rp5,7
miliar. Dia membandingkan, pada
proyek  Tangkura, BWSS
mengalokasikan anggaran sebesar
Rp10 miliar dengan jarak pipanisasi
sepanjang 16 kilometer.

* “Ini kan tidak logis. Sedangkan
mereka memakai pipa SDR 21 yang
lebih tebal saja masih banyak
keuntungan yang didapat. Apalagi
menggunakan SDR 26 yang memang
lebih tipis,” ujamya.

~ Celakanya lagi, dalam proyek

tersebut telah ada pemenang
lelangnya, dengan penawaran
Rp5,088 miliar. Jika proyek ini jadi

* untuk dikerjakan, dia menduga akan’

sarat penyimpangan (mark up).
“Kami menduga, proyek Sakita-
Bungku Tengah syarat dengan mark
up. Hal itu bisa dilihat dari panjang
pipa jaringan dan spesifikasi yang
digunakan,” tandas Kimung,

Diapun mengkalkulasikan, proyek
tersebut hanya akan menyerap
anggarana sekitar Rp4 miliar lebih, it
Jjugajika memakai pipa SDR 21 yang
lebih tebal. Masyarakat juga tambah
Kimung, sudah selayaknya
mengetahui dan diberikan informasi
yang transparan terkait penganggaran
segalapmyekaoroyekyangdkenalmn
pemerintah. “Hal itu sudah dijamin
dalam Undang-Undang nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi ~ Publik. Sehingga
masyarakat patut mengetahui wajar
tidaknya uang Negara digunakan
untuk proyek-proyek semacam ini,”
tegasnya. Tanggapan keras terkait
dengan ditemukannya kembali
proyek bermasalah BWSS Il ini, juga
datang dari Direktur PBHR Sulteng,
Moh Masykur. Diungkapkan
Masykur, Gubernur Sulteng, juga
harus mengawasi dan melihat segala
proyek-proyek di daerah ini yang
menggunakan dana APBN agar
memperkecil tindakan-tindakan
penyimpangan di dalamnya. “Jangan
sampai praktik-praktik semacam ini
dapat merugikan rakyat,” tutur
Masykur, yang menyebutkan jika
Kepala BWSS patut dievaluasi
kinerjanya, jika masalah-masalah
proyek di BWSS terus terjadi
berulang kali. (agg)










